GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SEPROVINSI BANTEN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan penanganan

: 1.

dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
wilayah Provinsi Banten dengan berdasarkan pada
Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-
Huk /2020, tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan
Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah
Provinsi Banten, perlu diambil langkah yang cepat
dan tepat oleh Pemerintah provinsi Banten dalam
penggunaan Bantuan Keuangan Desa;

bahwa untuk percepatan penanganan dampak
Corona Virus Disease 2019 di wilayah Provinsi
Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten Tahun
2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
COVID-19;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2007 tentang Pedoman  Penataan  Lembaga
Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 15);

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Seprovinsi Banten Tahun
2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SEPROVINSI
BANTEN TAHUN 2020.

Pasal l

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2020 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bantuan Keuangan Desa digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat desa di bidang kesehatan dalam rangka mengantisipasi
dampak penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
terhadap masyarakat desa.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Mei 2020

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD
AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 22
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010




